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         Larangan kampanye terhadap kepala desa yang dengan sengaja melakukan 
tindakan  yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye 
diatur aturan yang berlaku, dan apabila melanggar maka akan dikenakan  sanksi 
administratif juga dilakukan dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian 
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 
 Penelitian ini bertujuan (1)Untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor : 3/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
(2) Untuk mengkaji pemidanaan terhadap terdakwa pelanggaran pemilu dalam 
perkara nomor : 3/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
          Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif.  
Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan sumber data 
sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan 
perundang-undangan (statuta approach), pendekatan perundang-undangan adalah 
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemilu pada masa kampanye 
yang diajukan di Pengadilan Negeri Slawi berdasarkan Putusan Nomor 
3/Pid.Sus/2019/PN.Slw adalah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hal-hal itulah yang 
menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim Pengadilan 
Negeri Slawi dalam memutus perkara tindak pidana pemilu dalam masa 
kampanye dengan terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT ini sudah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
 

















Ganang Setyo Ajie, CRIMINAL OF ELECTION VIOLATION IN TEGAL 
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         The prohibition of campaigning against a village head who deliberately 
takes an action that benefits one of the election participants during the campaign 
period is regulated by the applicable rules, and if it violates it will be subject to 
administrative sanctions which will also be carried out, temporary dismissal is 
taken and can be continued with dismissal. 
This study aims (1) To examine the basis for judges' legal considerations in 
imposing crimes in case Number: 3 / Pid.Sus / 2019 / PN Slw. (2) To examine the 
convictions of the accused of election violations in case number: 3/ Pid.Sus/ 2019 
/PN Slw. 
          The type of research used in this research is normative juridical. Normative 
research is a study that uses secondary data sources. The approach used in writing 
the thesis is the statutory approach (statute approach), the statutory approach is an 
approach that is carried out by examining laws or regulations related to the legal 
issue being handled. 
           The results of this study indicate that the basis for consideration of judges 
in making decisions on election criminal cases during the campaign period 
submitted at the Slawi District Court based on Decision Number 3 / Pid.Sus / 
2019 / PN.Slw is based on the testimony of witnesses, the defendant's testimony 
and evidence. those who are presented at the trial, these are the things that 
strengthen the confidence of the judges in making decisions. The Slawi District 
Court Judge in deciding criminal cases during the election campaign with the 
defendant SUNITAH Binti RAHMAT was in accordance with Law Number 7 of 
2017 concerning General Elections. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Rumusan.pembukaan.dan.Pasal.1.ayat.(2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indoensia tahun 1945 Amandemen, menyebutkan bahwa.negara 
Indonesia.adalah.negara.demokrasi.dengan.konsep.kedaulatan.rakyat.diidentik-
kan.pada.konsep.demokrasi. .Sebagai. negara.demokrasi.maka.setiap.warga 
negara bisa mempergunakan hak pilihnya untuk ikut terlibat dalam 
menetapkan arah negara ini di masa depan. Hal tersebut dikarenakan arti dari 
demokrasi itu sendiri yaitu suatu.pemerintahan.dari, oleh, dan untuk.rakyat. 
Oleh sebab itu, pada suatu negara yang berdemokrasi harus mengikutsertakan 
rakyat dalam perancangan dan.pengambilan.keputusan. 
Pemilihan Umum adalah alat yang digunakan untuk 
mengimplementasikan kedaulatan itu berada ditangan rakyat dengan menganut 
asas langsung,.umum, .bebas, .rahasia, .jujur, .dan.adil didalam kerangka 
NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945..Pemilu.Anggota.Dewan 
Perwakilan.Rakyat, .Dewan.Perwakilan.Daerah, .dan.Dewan.Perwakilan 
Rakyat.Daerah.adalah.Pemilu.untuk.memilih .anggota. .Dewan. Perwakilan 
Rakyat, .Dewan.Perwakilan.Daerah, .Dewan. Perwakilan. Rakyat.Daerah 
provinsi.dan.Dewan.Perwakilan.Rakyat.Daerah.kabupaten/kota.dalam.Negara 





Kampanye Pemilu merupakan aktivitas.peserta.Pemilu.untuk memberikan 
keyakinan kepada pemilih  melalui penawaran.visi, .misi.dan.program.peserta 
Pemilu.termasuk.mengajak.memilih.seseorang.atau.partai.tertentu. .Kampanye 
Pemilu.dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan.merupakan 
bagian.dari.pendidikan.politik.masyarakat. Pelaksanaan kampanye meliputi 
petugas.kampanye, peserta.kampanye .dan.pelaksana.kampanye. Pelaksanaan 
.kampanye.Pemilu.anggota.DPR, .DPRD.Provinsi.dan.DPRD.Kabupaten/Kota 
adalah.pengurus.partai.politik, .calon.anggota.DPR, .DPRD.Provinsi, .DPRD 
Kabupaten/Kota, .juru kampanye, .orang-seorang, .dan organisasi.yang 
ditunjuk.oleh Peserta.Pemilu anggota.DPR, DPRD.Provinsi.dan.DPRD 
Kabupaten/Kota. Peserta.kampanye.terdiri.dari.anggota.masyarakat. 
          Upaya pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak 
demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum diatur dalam Kitab 
Undang-Undang.Hukum.Pidana. (KUHP) .Pasal 490 UU No.7/2017.tentang 
pemilihan.umum.1 Selain di dalam KUHP, tindak.pidana.pemilihan.umum 
yaitu.Pemilihan.Kepala.Daerah, .Pemilihan.Presiden.dan.Wakil.Presiden, .serta 
Pemilihan.Dewan. .Perwakilan .Rakyat. (DPR), .Dewan.Perwakilan.Daerah 
(DPD) .serta.Dewan.Perwakilan.Rakyat.Daerah. (DPRD) .diatur di UU 
No.7/2017 Tentang.Pemilihan.Umum dan.UU No.8/2015 Tentang.Perubahan 
Atas.UU.No.1/2015.Tentang.Penetapan.Peraturan.Pemerintah .Pengganti. UU 
                                       
1 Sintong Silaban, Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan 




No.1/2014 Tentang.Pemilihan. .Gubernur, .Bupati, .dan.Walikota.menjadi 
Undang-Undang.. 
          Larangan kampanye kepada kepala desa yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan.yang.menguntungkan.salah.satu.peserta.pemilu selama  
masa kampanye UU No.6/2014  Pasal 29 huruf (j) Tentang Desa. Pada pasal 
tersebut disebutkan bahwa kepala desa “dilarang.untuk.ikut.serta.dan/atau 
terlibat.dalam.kampanye.pemilihan.umum.dan/atau.pemilihan.kepala.daerah”. 
           Pada Pasal.30.ayat.1.UU.No.6/2014.Tentang.Desa disebutkan masalah 
sanksi “Dalam.hal.sanksi.administratif.sebagaimana.dimaksud.pada.ayat. (1) 
tidak.dilaksanakan,.dilakukan.tindakan.pemberhentian.sementara. dan.dapat 
dilanjutkan.dengan.pemberhentian” Pelaksanaan Pemilu yang baik sebaiknya 
dapat memenuhi prinsip LUBER dan JURDIL, tetapi faktanya ada kepala desa 
yang memihak salah satu peserta pemilu DPRD Kabupaten Tegal sebagaimana 
tersebut dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN.Slawi dimana dengan cara 
mengajak warganya. Terdakwa selaku kepala desa dengan cara dan dengan 
sengaja melakukan memihak salah satu peserta pemilu tertentu. Selain itu 
terdakwa juga mengajak kepada warga untuk memilih sdr Kurnedi dan/atau 
Hj.Nur Hasanah karena merupakan warganya sendiri. 
            Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan yaitu putusan 
Nomor :3/Pid.Sus/2019/PN Slw. Pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, 
yang menyatakan terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT terbukti.secara.sah.dan 




Desa yang Dengan Sengaja Melakukan.Tindakan.Yang.Menguntungkan.Salah 
Satu.Peserta.Pemilu.Dalam.Masa.Kampanye ”. 
  Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kiranya untuk ditelaah aspek 
yuridis dari kasus tersebut, antara lain adalah bagaimana penerapan sanksi 
pidana yang dapat diberikan kepada Kepala.Desa.yang.secara.sengaja 
melakukan.perbuatan yang menguntungkan.salah.satu.peserta.pemilu.dalam 
masa kampanye dan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan kepada 
terdakwasebagaimana terjabarkan dalam.Putusan.Nomor.: .3/Pid.Sus/2019/PN 
Slw.  
          Berdasar pada fakta.tersebut, maka.peneliti.tertarik.untuk.mengadakan 
penelitian.dengan.judul “PEMIDANAAN TERHADAP PELANGGARAN 
PEMILU DI KABUPATEN TEGAL (Studi Putusan Nomor : 
3/Pid.Sus/2019/PN Slw.)”. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dapat peneliti ajukan antara lain:  
1. Bagaimana.dasar.pertimbangan.hakim.dalam. .menjatuhkan. .pidana.pada 
perkara Nomor : 3/Pid.Sus/2019/PN Slw? 
2. Bagaimana.pemidanaan terhadap terdakwa pelanggaran pemilu dalam 
perkara.nomor :3/Pid.Sus/2019/PN Slw? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk.mengkaji.dasar.pertimbangan.hukum.hakim.dalam.menjatuhkan 




2. Untuk.mengkaji pemidanaan terhadap terdakwa pelanggaran pemilu dalam 
perkara nomor :3/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1. Secara.teoritis.diharapkan.penelitian.ini.dapat.bermanfaat.dalam.rangka pem 
baharuan dan.pengembangan.zilmu hukum khususnya hukum pidana formil 
mengenai ruang lingkup Pemidanaan terhadap pelanggaran Pemilu; 
2. Secara.praktis.diharapkan.hasil.penelitian.ini.dapat.bermanfaat.bagi masya-
rakat Indonesia secara umum terutama kepala desa agar tidak melakukan 
pelanggaran pemilu.  
E. Tinjauan Pustaka 
         Setelah penulis mengkaji terhadap beberapa penelitian, ada tiga jurnal 
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai 
berikut: 
1. Wahyuri, “Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala 
Daerah (Studi Kasus Kabupaten Takalar)”.2 Tindak.pidana di Kabupaten 
Takalar berupa Irwan Tutu Bin Hayyong Dg Cini sebagai terdakwa telah 
menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di.satu.atau.lebih.TPS.yang 
dilakukan secara sengaja dan.terdakwa juga.mengetahui.bahwa.perbuatan 
tersebut.dilarang. .Oleh sebab itu, jari.kelingking.tangan.kanan.terdakwa 
berusaha untuk disembunyika. Tindak.pidana.tersebut tercantum UU No.10 
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Tahun 2016 Pasal 178B mengenai.Penetapan.Peraturan.Pemerintah (2) agar 
dapat.diproses.pelanggaran.pidana.Pemilu.wajib.melewati.SentraGakkumdu 
yaitu pertemuan/rapat untuk mengkoordinasikan semua tindak pidana 
pemilu oleh sentra penegakan hukum terpadu kemudian Bawaslu akan 
bekerjasama dengan kepolisian.dan.kejaksaan.dalam.memberantas pe- 
langgaran.tersebut. Implikasi.pada riset.ini.yaitu.Sistem.penanganan.tindak 
pidana.pemilu.masih perlu untuk dibenahi supaya penerapannya dapat 
berjalan lebih baik.dan.efektif sehingga dapat menghasilkan pemilu 
JURDIL. Untuk memperbaiki.sistem.penanganan kecurangan dalam pemilu 
yaitu terdiri dari memperbaiki peratura yang ada, menguatkan 
profesionalisme dan kapasitas penegak.hukum.pemilu; dan meningkatkan 
kesadaran.hukum semua.pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemilu. 
Bila langkah antisipasi tersebut tidak dilakukan, maka sistem.penanganan 
tindak.pidana.pemilu.akan.selalu.jalan.di.tempat.dan.tidak.akan.berhasil da- 
lam mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, peran 
Bawaslu harus dapat diperkuat dengan tidak.hanya.melakukan.proses 
pengawasan. 
2. Irfandi Mangiri,”Tindakan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu”3 
Penyelenggaraan pemilu merupakan wujud dari demokrasi untuk 
menyeleksi  semua politikus.yang.akan.mewakili.dan.membawa.suara 
rakyat.di.dalam.lembaga.perwakilan.maka.diharapkan.partisipasi  masyara- 
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kat yang.diatur dalam.UU No.8.Tahun.2012.tentang pemilu. Agar 
penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung lancer, tertib, damai, dan aman 
maka pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu harus ditangani oleh  
POLRI. Sebagai aparat penegak hukum, tugas kepolisian yaitu 
menindaklanjuti laporan BAWASLU dengan melakukan penyidikan tindak  
pidana pemilu. Pada prosesnya, selalu terdapat hambatan dalam penyidikan  
misalnya dari sisi budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum.  
Oleh karena itu, proses penegakkan hukum dalam penyelenggaraan pemilu 
membutuhkan partisipaasi seluruh komponen  masyarakat yang secara sadar 
dapat mengawasi jalannya pemilu. 
3. Nila Amania, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa 
Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus di 
Pengadilan Negeri Semarang)”4 Dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara.tindak.pidana.pemilu.pada.masa 
kampanye.yang.diajukan.di.Pengadilan.Negeri.Semarang.berdasar pada 
Putusan Nomor 01/Pid.S/2009/PN. Smg yang diambil dari keterangan para 
saksi, terdakwa, dan alat bukti pada persidangan sehingga memperuatkan 
keyakinan.hakim dalam.menjatuhkan.putusan. Perkara tindak pidana yang 
diputuskan oleh Hakim PN Semarang terhadap terdakwa WIWIN 
SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN sesuai dengan UU No. 10/2008 tentang 
                                       
4Nila Amania, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) Skripsi. Fakultas Hukum 




Pemilihan.Umum.Anggota.DPR,.DPD, .dan.DPRD serta menggunakan 
Peraturan KPU No. 19/2008 Tentang.Pedoman.Pelaksanaan.Kampanye 
Pemilihan.Umum.Anggota.DPR, .DPD, .dan.DPRD. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
      Penelitian ini berjenis yuridis normatif. .Penelitian.normatif.adalah 
penelitian yang bersumber dari.data.sekunder.5 Pendekatan.yang.digunakan 
dalam.penulisan.skripsi.adalah.pendekatan.perundang-undangan. (statuta 
approach) yaitu pendekatan melalui penelaahan regulasi/undang-undang 
yang terkait dengan isu.hukum.yang.sedang.ditangani.6 
2. Spesifikasi Penelitian 
         Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif normatif, yaitu 
pemaparan yang dilakukan dan penguraian hasil.penelitian.sesuai.dengan 
observasi/pengamatan di.lapangan. Berbagai informasi yang peneliti 
dapatkan diambil dengan mewawancarai pihak-pihak yang.memutuskan 
perkara.tersebut. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 
pendeskripsian data melalui.kata-kata.tertulis.dari.kasus.yang.diamati. 
Deskriptif normatif merupakan teknik/metode untuk membantu 
mendeskripsikan keadaan/sifat obyek penelitian yang dihubungkan dengan 
                                       
5Dyah Ochtorina, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta,2014, 
hlm. 20. 





norma-norma, .kaidah.hukum.yang.berlaku.atau.sisi.normatifnya demi 
mencari hal yang benar berdasar pada logika keilmuan hukum.7 
3. Sumber Data 
1) Data Primer, .yaitu.data.dari.hasil.wawancara.langsung.di lokasi 
penelitian.yang memiliki keterkaitan tema dengan hakim yang 
memutuskan perkara. 
2) Data Sekunder, yaitu data Library Research (penelitian kepustakaan) 
yang didapat secara.tidak.langsung dengan cara mengumpulkan dan 
inventarisasi karya-karya ilmiah, buku-buku, artikel-artikel dari internet 
serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang 
akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
4. Metode Pengumpulan data 
Pengumpulan data pada riset ini mempergunakan data sekunder 
yang berasal dari inventarisasi buku-buku literatur, peraturan yang berlaku, 
dan putusan pengadilan, sedangkan data primer berasal dari hasil 
interview/wawancara hakim.yang.memutuskan.perkara.tersebut. 
5. Metode Analisis Data 
Penganalisisan data pada riset ini mempergunakan metode normatif 
kualitatif, yaitu membahas.dan.menjabarkan berbagai data hasil penelitian 
yang mengacu pada sejumlah kaidah, teori, doktrin hukum serta pengertian 
hukum, khususnya dalam hukum pidana. 
  
                                       




G. Sitematika Penulisan 
                   Laporan penelitian ini disusun dalam empat bab yang masing-masing 
saling berkaitan. Keempat bab dapat dijelaskan sebagai berikut: 
       Bab I Pendahuluan. Bab membahas latar belakang masalah, rumusan 
masalah yang akan dicari jawabanya, tujuan penulisan yang merupakan alasan 
utama dilakukan penelitian ini, manfaat penulisan, tinjauan pustaka yang terbagi 
atas dua pembahasan yakni tinjauan mengenai peneliatian terkait dan tinjauan 
mengenai penelitian yuridis normatif, metode penelitian dan sistematika penulisan 
laporan. 
                  Bab II Tinjauan konseptual, bab ini membahas landasan teori dari 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor : 
3/Pid.Sus/2019/PN Slw dan  pemidanaan terhadap terdakwa pelanggaran pemilu 
dalam perkara nomor :3/Pid.Sus/2019/PN Slw 
                  Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasa. Pada bab ini, membahas hasil 
putusan Pengadilan Negeri Slawi yang termuat dalam putusan pengadilan pada 
perkara nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Slw 
                Bab IV Penutup. Bab ini membahas kesimpulan yang merupakan 
jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan 









TINJAUAN  KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
            Proses pidana merupakan ungkapan.perbuatan.yang.dilarang. (dalam 
peraturan.perundang-undangan.).yang.disertai.dengan.ancaman.pidana ke-
pada siapapun yang melanggarnya. Dalam konteks ini, tingkah laku 
(pemalsuan) merupakan muatan utama dari tingkah laku kriminal yang 
dirumuskan. Kata-kata ”hukum pidana” merupakan kata-kata yang 
mempunyai lebih dari satu pengertian. Sehingga pengertian hukum pidana 
dari beberapa sarjana memiliki perbedaan. Definisi hukum pidana menurut 
beberapa pakar yaitu : 
a. Moeljatno 
         Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, 
mendefinisikan hukum pidana yaitu.bagian.dari.semua.hukum.yang 
berlaku.di.suatu negara untuk hal-hal berikut:  
1) Menetapkan tindakan yang dilarang (tidak.boleh.dilakukan) berikut 
ancaman/sanksi tertentu bagi siapa saj yang melanggarnya.  
2) Menetapkan hal-hal apa saja dan kapan pelanggaran tersebut 
dilakukan sehingga ancaman dapat dikenakan/dijatuhkan. 
3) Menetapkan bagaimana cara pelaksanaan pidana bila terjadi 




Kemudian, Moeljatno memberikan penjelasan tentang hukum 
pidana, poin ke-1) adalah mengenal criminal.act (“perbuatan pidana”). 
Sedang pada poin ke-2) adalah mengenai.criminal.liability. 
atau.criminal.responsibility. (“pertanggungjawaban.hukum.pidana”). 
Poin ke-1) dan ke-2) merupakan substantive.criminal.law (“hukum. 
pidana.materil”), Oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Pada 
poin ke-3) adalah mengenai bagaimana prosedur/cara untuk mengajukan 
tuntutan di pengadilan terhadap tersangka pidana. Oleh sebab itu, 
criminal procedure (hukum acara pidana) lazim dikenal dengan hukum 
pidana materil atau hukum pidana saja.8 
         Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana memilik cakupan 




          Didalam KUHP sendiri istilah tindak pidana yang dipergunakan 
disebut.dengan.Strafbaarfeit. Moeljatno mengemukakan bahwa 
perbuatan.pidana.atau.dalam.kepustakaan.hukum.pidana.sering .disebut 
dengan.delik.sedangkan.pembuat.undang-undang .merumuskan.suatu 
undang-undang.mempergunakan.istilah.peristiwa.pidana. Banyak istilah 
yang bisa digunakan pada tindak pidana asalkan makna makna dari 
Strafbaarfeit tidak berubah. 
                                       




b. Amir Ilyas 
Menurut Amir Ilyas,9 “Tindak pidana adalah istilah yang memiliki arti 
dasar.dalam.ilmu.hukum. Istilah tersebut dibentuk secara sadar untuk 
menghasilkan karakteristik tertentu pada.peristiwa.hukum.pidana. 
Pengertian tindak pidana secara makna kata masih bersifat abstrak karena 
terdiri dari beberapa peristiwa yang konkret sehingga memerlukan makna 
yang lebih ilmiah dan untuk memisahkan istilah yang digunakan sehari-
hari di lingkungan masyarakat”. Menurut Moeljatno tindak pidana 
dengan.istilah “perbuatan.pidana”, yaitu. “Perbuatan.yang.melanggar 
yang.dilarang.oleh.aturan.hukum, .larangan tersebut.disertai.ancaman 










Sedangkan.menurut.E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, ,unsur-unsur tindak 
pidana, yaitu:12 
 
                                       
9 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan 
Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 
10 Moeljatno, Op.Cit., hlm.55 
11 Bambang Poerrnomo dalam Amir Ilyas, Op. Cit. hlm. 25 
12
E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, 





1)  Subjek;  
2)  Kesalahan;  
3)  Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;  
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-  
    Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 
5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).  
Kesimpulannya tindak pidana merupakan suatu perbuatan 
perbuatan.yang.melanggar.ketentuan.peraturan yang berlaku 
sehingga sanksi pidana dapat dikenakan pada pelanggaran tersebut. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut Simons,.unsur.tindak.pidana.dapat.dibagi.2.yaitu.unsur 
objektif.dan.unsur.subjektif. Unsur.objektif.antara.lain.perbuatan 
.orang, .akibat.yang.kelihatan.dari.perbuatan.itu, .mungkin.ada 
keadaan.tertentu.yang.menyertai.perbuataan. .Sedangkan.unsur 




Menurut Lamintang, setiap perbuatan pidana yang ada pada 
KUHP dapat dibedakan menjadi 2 unsur, yaitu unsur subyektif dan 
obyektif. Unsur subyektif yaitu unsur yang menempel pada si pelaku 
atau seusatu yang terkait erat dengan diri.si.pelaku termasuk juga 
                                       




semua isi hatinya. Unsur obyektif yaitu unsur yang terkait dengan 
keadaan saat pelaku melakukan tindak pidana.14 
                  Ruang lingkup unsur subyektif pada tindak pidana yaitu :  
a. culpa (Unsur kesengajaan) atau dolus (Unsur ketidaksengajaan);  
b. voornemen (Unsur maksud) atau pogging (Unsur percobaan).  
c. oogmerk (unsur beraneka ragam maksud). Contohnya, pemalsuan, 
penipuan, pencurian, pemerasan, dan lain-lain;  
d. voorbedachte raad (Unsur perencanaan terlebih dahulu). 
Contohnya, pembunuhan berdasar pada Pasal 340 KUHP;  
e.  vress (Unsur rasa takut). Contohnya, rumusan tindak pidana pada 
Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur.dari.suatu.tindak.pidana.adalah :  
a.  Sifat.melanggar.hukum;  
b. Kualitas.si.pelaku;  
c. Kausalitas, .yakni.hubungan antara.sesuatu tindakan.sebagai 
penyebab.dengan.sesuatu.kenyataan.sebagai.akibat. 





                                       




            Berkaitan_dengan_pengertian_unsur-unsur_tindak_pidana 
(strafbaarfeit) _ada_beberapa_pendapat_para_sarjana_mengenai 
pengertian_unsur-unsur_tindak pidana_menurut aliran_monistis_dan 
menurut_aliran dualistis. _Monistis_adalah_Suatu_pandangan_yang 
melihat_suatu_syarat_untuk_adanya_pidana_itu_kesemuanya meru-
pakan_sifat_dari_perbuatan_dalam_artian_siapa_yang_berbuat_maka 
dia harus mempertanggungjawabkanya.15 
         Para.sarjana.yang.berpandangan.aliran.monistis, .yaitu :  
a. Simons, .mengatakan.jika.pengertian.tindak.pidana (strafbaarfeit) 
adalah ”Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld 
verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar 
persoon”. Atas.dasar.pandangan.tentang.tindak.pidana.tersebut.di 
atas, .unsur-unsur.tindak.pidana.menurut.Simons.adalah :  
1) Tindakan manusia (positif/negatif, berbuat/tidak  
berbuat/membiarkan);  
2) Diancam.dengan.pidana (strafbaar gesteld);  
3) Melawan.hukum. (onrechtmatig);  
4) Dilakukan.dengan.kesalahan. (met schuld in verband staad);  
5) Oleh.orang.yang.mampu.bertanggung.jawab(toerekeningsyatb
aar persoon).  
                                       




         Melihat.unsur-unsur.tindak.pidana.tersebut, .Simons 
membedakan.adanya.unsur.obyektif.dan.unsur.subyektif .dari 
strafbaarfeit.adalah : 
Yang.dimaksud.dengan.unsur.obyektif.ialah :  
1)  Tindakan seseorang;  
2) Akibat yang terlihat dari tindakan itu;  
3) Kemungkinan adanya kondisi tertentu.yang.menyertai 
perbuatan itu.  
Unsur.subyektif.dari.strafbaarfeit adalah :  
1)  Orangnya.mampu.bertanggung jawab.  
2) Adanya.kesalahan. (dolus/culpa). Perbuatan.harus.dilakukan 
dari.perbuatan.atau.dengan.keadaan-keadaan.mana.perbuatan 
itu.dilakukan.16 




b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang 
         Buku.II.KUHP.memuat.rumusan-rumusan.perihal.tindak pi-
dana.tertentu.yang.masuk.dalam.kelompok kejahatan, sedangkan 
dalam.Buku.III.memuat.pelanggaran. Dari.rumusan-rumusan 
                                       





unsur tindak pidana yaitu17. 
- Unsur tingkah laku  
- Unsur melawan hukum  
- Unsur kesalahan  
- Unsur akibat konstitutif  
- Unsur keadaan yang menyertai  
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana  
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana  
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana  
- Objek unsur hukum tindak pidana  
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana  
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
 




lain sebagai berikut : 
a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran  
Penggolongan.tindak.pidana di.dalam.KUHP.terdiri.atas 
rechtdelicted (kejahatan) dan wetsdelicten (pelanggaran). 
                                       









pidana, .karena undang-undang.menyebutkan.sebagai.delik, 
dan.diancam pidana.lebih ringan.daripada.kejahatan. 
b. Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material 






Penghinaan. (Pasal.315.KUHP). .Tindak.pidana.material 
merupakan.tindak.pidana.yang.perumusannya menitikberat- 
kan.pada.akibat.dari.perbuatan.itu, .misalnya : .Pembunuhan 
(Pasal.338.KUHP) 











d. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana 
dengan Kealpaan 
     Penggolongan.tindak.pidana.ini.berdasar.pada.unsur-
unsur.tindak.pidana.yang.ada.dan.bentuk.kesalahannya. Tin-
dak.pidana.yang disengaja.merupakan.tindak pidana yang 
terjadi.karena.pelaku.memang.menghendakinya, .termasuk 
juga.mengetahui.timbulnya.akibat.dari.perbuatan.itu, contoh: 








         Dalam.kepustakaan.hukum.pidana, .umumnya.para.ahli 
hukum.pidana.telah.mengadakan.pembedaan.antara.berbagai 






a. Menurut Sistem KUHP 










b. Menurut Cara Merumuskanya 





Contohnya.pada.pencurian. . (Pasal.362.KUHP) .untuk sele-
sainya.pencurian.digantungkan.pada.selesainya.perbuatan 
mengambil.19 
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kan.kepada.akibat.yang.tidak.dikehendaki. (dilarang). .Delik 
ini.baru.selesai.apabila.akibat.yang.tidak.dikehendaki.telah 
terjadi. .Misalnya.pembakaran (Pasal.187.KUHP), .penipuan 
(Pasal.378.KUHP). 
c. Berdasarkan Macam Perbuatanya 
- Delik commisonis yaitu.berupa.pelanggaran.terhadap 
larangan, .adalah.berbuat.sesuatu.yang.dilarang, .pencurian, 
penggelapan.dan.penipuan.  
- Delik ommisionis yaitu.delik.berupa.pelanggaran.terhadap 
perintah, .adalah.tidak.melakukan.sesuatu.yang diperintah-
kan. .Misalnya.tidak.mengahadap.sebagai.saksi.di.muka 
pengadilan. (Pasal.522.KUHP), .tidak.menolong.orang.yang 
membutuhkan.pertolongan. (Pasal.531.KUHP). 
- Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu.delik 
berupa.pelanggaran.larangan (dus delik commisionis), .akan 
tetapi.dapat.dilakukan.dengan.cara.tidak.berbuat. .Misalnya 
seorang.yang.membunuh.anaknya.dengan.tidak.memberi.air 
susu. (Pasal 338, 340 KUHP)20 
4.  Pengertian Tindak Pidana Pemilu 
          Di dalam KUHP Indonesia yang merupakan kitab undang–
undang warisan dari masa penjajahan belanda tercantum 5 pasal 
                                       




yang terkait dengan tindak pidana pada pelaksanaan pemilu.21 
Sistem demokrasi memiliki 1 pilar pokok yaitu keberadaan 
mekanisme untuk mendistribusikan pendapat warga negara secara 
berkesinambungan dan berkala melalui pemilu. Menurut Paimin 
Napitupulu, pemilu yaitu suatu sistem politik untuk 
mengartikulasikan keinginan dan kepentingan rakyat ketika 
menentukan pilihan pada sebagian wakil rakyat untuk menjadi 
pimpinan dalam pemerintahan.22 
         Menurut Djoko Prakoso, pemilu adalah sesuatu yang sangat 
sederhana. Hal tersebut dikarenakan apabila dilihat secara lebih 
detail sejumlah ketentuan pidana UU Pemilu yang berlaku, semua 
tindakan yang termasuk mengganggu, menghalangim, atau 
mengacaukan penyelenggaraan pemilu termasuk sebagian dari 
tindakan pidana yang terjadi saat pemilu berlangsung. Tindak 
pidana pemilu memiliki cakupan yang sangat luas termasuk tindak 
pidana biasanya terjadi ketika kampanye diselenggarakan ataupun 
saat pelaksanaan tender untuk membeli peralatan pemilu. Maka 
Topo Santoso,23 mengemukakan bahwa terdapat 3 bentuk tindak 
pidana ketika pemilu terjadi yaitu: 
                                       
21 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006, 
hlm. 11 
22 Paimin Napitupulu, Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI 
Jakarta, Desertasi, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 71 




1. Tindak pidana pemilu khusus merupakan seluruh perbuatan 
pidana yang terkait dengan pemilu yang dilakukan pada 
tahapan pelaksanaan pemilu baik yang sudah diatur oleh UU 
Pemilu pemilu ataupun UU tindak pidana pemilu.  
2. Kejahatan pemilu merupakan seluruh tindakan jahat yang 
terkait dengan pemilu, yang dilakukan pada tahap pelaksanaan 
pemilu yang sudah diatur oleh UU Pemilu dan UU Tindak 
Pidana Pemilu, dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 
pengadilan biasa pada tahap pemilu. 
5. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 488 Undang-Undang 
Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 
         Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488,490 dan 
492 UU 7/2017, beberapa di antaranya yaitu: 
1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri 
daftar pemilih; 
Pasal 488 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan 
yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain 
terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar 
Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rp 12 juta. 
 
2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau 
merugikan perserta pemilu; 
Pasal 490 
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja 
membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 




dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. 
 
3. Orang yang melakukan kampanye pemili di luar jadwal yang 
telah ditetapkan KPU 
Pasal 492 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye 
Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp 12 juta. 
 
B.  Tinjuan Tentang Pertimbangan Hakim 
1. Tugas dan Kewajiban Hakim 
           Hakim adalah pilar terakhir dan utama bagi pencarian keadilan. 
Wewenang yang dimiliki oleh kehakiman yaitu.menerima, .memeriksa.dan 
memutuskan.perkara, .hakim.dituntut.untuk.memberikan.keadilan.kepada 
para.pencari.keadilan. 
a. Fungsi dan Tugas Hakim 
         Didalam KUHAP Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Hakim adalah 
pejabat peradilan negeri yang diberikan kewenangan oleh UU untuk 
mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seseorang 
yang diberikan kewenangan oleh UU untuk mengadili setiap.perkara 
yang.dilimpahkan.kepada.pengadilan.24 
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           Dalam peradilan, hakim bertugas untuk mempertahankan.tata 
hukum, .menetapkan.apa.yang.ditentukan.oleh.hukum.dalam.suatu per-
kara. Dengan demikian, tugas pokok hakim yaitu menerima, 
.memeriksa.dan.mengadili.serta.menyelesaikan.perkara. 
b. Kewajiban Hakim 
            Hakim tidak diperkenankan melalukan penolakan pemeriksaan 
perkara (mengadili). Mengadili merupakan rangkaian dari perbuatan 
hakim.untuk.menerima, .memeriksa.dan.memutus perkara.pidana 
berdasarkan.asas.bebas, .jujur.dan.tidak.memihak.disidang.pengadilan 
dalam.hal.dan.menurut.cara.yang.diatur.dalam.KUHAP.Pasal.1.ayat.(9, 
hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan 
hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh.karena.itu, hakim 
dianggap.mengetahui.hukum. (curialus novit). .Jika.aturan.hukum 
kurang.jelas.maka.ia.harus.menafsirkannya.25 
             Saat melakukan pemeriksaan perkara dalam suatu sidang 
pengadilan, Hakim Ketua harus mempergunakan bahasa Indonesia yang 
dapat dipahami oleh para tergugat dan penggugat atau saksi atau 
terdakwa (Pasal 153 KUHAP). Dalam praktiknya, terkadang hakim 
harus mempergunakan bahasa daerah jika saksi atau terdakwa masih 
belum dapat memahami ucapan atau pertanyaan hakim. 
          Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, 
                                       




setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 
terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan.26 
2.  Pertimbangan hukum hakim 
          Pertimbangan hukum merupakan tahapan dimana.majelis.hakim 
mempertimbangkan.fakta.yang.terungkap.selama.persidangan.berlangsung 
mulai.dari.dakwaan, .tuntutan, .eksepsi.dari.terdakwa.yang dihubungkan 
dengan.alat.bukti.yang.memenuhi.syarat.formil.dan.syarat.materil, .yang 
disampaikan.dalam.pembuktian, .pledoi. .Dalam.pertimbangan.hukum 
dicantumkan.pula.pasal-pasal.dari peraturan.hukum.yang.dijadikan.dasar 
dalam.putusan.tersebut.27 
          Pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) adalah argumen/alasan yang 
digunakan hakim untuk mempertimbangkan hukum sebelum memutuskan 
suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad, terdapat 2 jenis pertimbangan 
hakin yaitu: 
a. Pertimbangan Yuridis 
         Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasar pada 
sejumlah kenyataan dan yuridis yang terungkap saat sidang 
dilaksanakan dan harus dimuat dalam putusan yang dihasilkan 
sebagaimana yang diatur oleh UU. Hal-hal yang dimaksud tersebut 
antara lain: 
                                       
26Ibid, hlm. 123 





1) Dakwaan Penutut Umum  
         Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasar.itulah.pemeriksaan.di.persidangan.dilakukan. .Dakwaan 




2) Keterangan Terdakwa 
          Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, 





3) Keterangan Saksi 
         Keterangan.saksi.dapat.dikategorikan.sebagai.alat.bukti.se-
panjang.keterangan.itu.mengenai.sesuatu.peristiwa pidana.yang 
didengar, .dilihat, .alami.sendiri, .dan.harus.disampaikan.di.dalam 
sidang.pengadilan.dengan.mengangkat.sumpah. Keterangan.saksi 
menjadi.pertimbangan.utama.oleh.hakim.dalam.putusannya. 
4) Barang bukti 





sidang.pengadilan, .yang meliputi: a) .Benda.atau.tagihan.tersangka 
atau.terdakwa.seluruhnya.atau.sebagian.diduga.diperoleh.dari.tindak 
pidana.atau.sebagai.hasil.tindak.pidana; b) Benda.yang.dipergunakan 
secara.langsung.untuk.melakukan.tindak.pidana.atau.untuk memper-
siapkan; c) Benda.yang.digunakan.untuk.menghalang-halangi 
penyidikan.tindak.pidana; d) Benda.lain.yang.mempunyai.hubungan 
langsung.tindak.pidana.yang.dilakukan. 
5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana 





peraturan hukum pidana. 
b. Pertimbangan Non-yuridis 
         Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diselaraskan dalam 
pertimbangan non-yuridis adalah :  





















orang.lain, .pikiran.sedang.kacau, .keadaan.marah.dan.lain-lain. 
Adapun.yang.dimaksudkan.dengan.status.sosial.adalah.predikat.yang 
dimiliki.dalam.masyarakat.  
4) Agama Terdakwa  
            Keterikatan.para.hakim.terhadap.ajaran.agama.tidak.cukup 




                                       





              Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis 






c. Memperhatikan.ada.atau.tidaknya.perdamaian, .kesalahan, .peranan 
korban.  
d. Faktor.masyarakat, .yakni.lingkungan.di.mana.hukum.tersebut ber-
laku.atau.diterapkan. 
e. Faktor.kebudayaan, .yakni.sebagai.hasil.karya.cipta.dan.rasa.yang 
didasarkan.pada.karsa.manusia.dalam.pergaulan.hidup.29 
2. Putusan Hakim 
a. Pengertian Putusan 
         Putusan adalah ucapan/pernyataan hakim di persidangan untuk 
mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya30. 
           Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law 
tersebut.adalah.pihak.yang.mengambil.putusan. Pada.tradisi.hukum 
Indonesia, .majelis.hakim.yang.mengambil.kesimpulan.untuk kemu-
dian.dituangkan.dalam.putusan, .maka.dalam.tradisi.common law, 
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Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain vonnis, vonnis 
een eitspreken,31dalam Bahasa Inggris verdict, dicision, sedangkan 
dalam Bahasa Latin adalah veredictum. Dalam Pasal 1 angka 11 
KUHAP.disebutkan.bahwa.putusan.pengadilan.sebagai “pernyataan 
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”  
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan.aspek 
penting.dan.diperlukan.untuk.menyelesaikan.kasus.pidana.untuk 
memperoleh.kepastian.hukum.tentang.statusnya.dan.dapat memper-
siapkan.untuk.langkah.selanjutnya, seperti upaya hukum.  
Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu 
berbentuk keputusan mutlak (unanonimous decision) karena bila juri 
tidak bersepakat, maka suara terbnyaklah yang diambil (majority 
decision). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit 
putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara 
mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami 
karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, 
baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang 
                                       
31Martin Basiang, 2009, The Contemporary Law Dictionary (First Edition), Red & White 




budaya, pengalaman prikologis, serta doktrin agama. Karenanya 
tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki 
pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang 
menganut comman law, tidak semua putusan diambil dengan suara 
bulat atau keputuan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil 
berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis 
hakim melakukan dissenting opinion32. 
b. Azas-azas Putusan Hakim 
1.  Azas Musyawarah Majelis 
            Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah 
majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil 
kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk 
selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis 
ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (dissenting 
opinion) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan 
rasional. 
2. Putusan Harus Memuat Dasar Yang Kuat 
            Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum 
(legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif. Putusan 
hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan 
tersebut dapat dikategorikan onvoldoende gemotiveerd. Keadaan 
                                       




demikian  merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat 
dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. 
3.  Putusan Harus Mengadili Seluruh Gugatan 
                Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok 
persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang 
lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, 
karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh 
posita (fundamentum potendi) 
4.  Azas Keterbukaan  
                Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban 
untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka 
untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan 
pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan 
juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang 
ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. 
5.  Putusan Harus Tertulis 
                   Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta 
autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan 
mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. 




memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang 
ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku33 
c.  Fungsi Putusan Hakim 
           Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka 
untuk umum berubah mnjadi norma khusus (dalam pandangan teori 
hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realism 
hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari 
fungsi hukum itu sendiri. 
1. Fungsi Kontrol Sosial  
         Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap 
variabelvariabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban 
mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai 
pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok 
sengketa yang hamper sama akan menghasilkan suatu kaidah 
hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada 
kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol 
karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan 
berinteraksi satu sama lain 
2. Fungsi Menyelesaikan Sengketa 
           Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah 
menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa 
fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus 
                                       




persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi 
bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa 
keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak 
hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan 
dan kemanfaatan. 
3. Fungsi Memadukan Berbagai Kepentingan 
             Putusan hakim berfungsi.memadukan.dan.menyelaraskan 
berbagai.kepentingan.yang.berbeda.diantara.para.pihak, .dan 
mungkin.pula.kepentingan.sosial. Seperti yang dikemukakan oleh 
Roscoe Pound, hukum (malalui putusan hakim) yang berfungsi 
sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan 
berbeda yang melingkupi suatu kasus. 
4. Fungsi Pembaharuan 
           Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak 
hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, 
melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum 
masyarakat). Putusan 16 hakim berfungsi memperbaharui kaidah 
hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai 
lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat 
 
5. Fungsi Perekayasa Sosial 
          Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang 




yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang 
sebagai sebuah grand design tentang bagaimana pola hubungan di 
masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh 
lebih baik. Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron 
utama dalam mewujudkan hal tersebut. 
        Hukum harus mampu harus mampu meramalkan dinamika 
masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu 
menciptakan suatu grand desaign dalam konteks mayarakat 
madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu 
menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini34 
d.  Kekuatan Putusan Hakim 
              Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu: 
1) Kekuatan Mengikat 
Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat 
secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan 
pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk 
membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh 
pihak-pihak yang berperkara. 
2) Kekuatan Pembuktian 
             Putusan.yang.telah.memperoleh.kekuatan.hukum.tetap 
(kracht van gewijsde) .memiliki.kekuatan.eksekutorial, yaitu 
                                       








3) Kekuatan Eksekutorial 
             Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap 
putusan hakim. Pertimbangan.hukum.merupakan.landasan.atau 
dasar.bagi.hakim.dalam.memutus.setiap.perkara.yang diadili- 




bangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. 
Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili 
(kompetensi pengadilan),  
2) Pertimbangan mengenai legal standing Penggugat 
Pertimbangan legal standing ini mencakup:  
3) Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat 
serta pokokpokok permasalahan dalam proses jawab-
menjawab Pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih 




Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana 
yang diakui dan dibantah oleh Tergugat.  
4) Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib 
dibuktikan para pihak Pertimbangan mengenai pokok 
sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan 
sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat 
yang diakui dan dibantah oleh Tergugat. 
5) Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan. 
          Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan 
menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan 
hakim untuk selanjutnya membimbing hakim 
menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan. 

















jaksa.penuntut.umum, .keterangan terdakwa.dan.saksi, .barang-
barang bukti, .pasal-pasal.dalam.peraturan.hukum.pidana.dan 
lain sebagainya. 
1. Dakwaan Jaksa Penutut Umum 
          Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil 
pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, 
alternative, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara 
tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu 










disusun.sebagai.dakwaan.kesatu, .kedua, .dan.ketiga.dan 
seterusnya35 
2. Keterangan Terdakwa 
        Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir  
e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa 
adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang 
perbuatan yang di lakukan atau yang diketahui sendiri atau 






hakim.maupun.penasihat.hukum. Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) .menggunakan.istilah 
“keterangan terdakwa” .bukan. “pengakuan terdakwa” 
.seperti.digunakan.di dalam.HIR. Istilah “keterangan 
terdakwa” .dapat.meliputi.keterangan.yang.berupa penolak-
an.dan.keterangan.yang.berupa.pengakuan.atas.semua.yang 
didakwakan.kepadanya. Dengan.demikian, .keterangan 
terdakwa.yang.dinyatakan.dalam.bentuk.penyangkalan.atau 
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3. Keterangan Saksi 
          Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim 
dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. 
Keterangan.saksi.dapat.dikategorikan.sebagai.alat.bukti 
sepanjang.keterangan.itu.mengenai.sesuatu.peristiwa.pidana 
yang.di.dengar.sendiri, .di.lihat.sendiri, .dan.dialami.sendiri 
dan.harus.disampaikan.di.dalam.sidang.pengadilan.dengan 
mengangkat.sumpah. 
         Keterangan.saksi.yang.disampaikan.di.muka.sidang 
pengadilan.yang.merupakan.hasil.pemikiran.saja.atau.hasil 
rekan.yang.diperoleh.dari.orang.atau.kesaksian.de auditu 
tertimonium de auditu tidak.dapat.dinilai.sebagai.alat.bukti 
yang.sah. 
         Kesaksian de auditu merupakan.keterangan-keterangan 
tentang.kenyataan-kenyataan.dan.hal-hal.yang.dapat.dilihat 





                                       




pula.dengan.istilah testimonium de auditu atau hearsay 
evidence. 
          Kesaksian de auditu dimungkinkan.dapat.terjadi.di 




pidana.yang.didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Apabila 
ternyata.yang.akan.diterangkan.itu.suatu.peristiwa.pidana 
yang.tidak.didengar, .lihat.dan.dialami.sendiri, .sebaiknya 
hakim.membatalkan.status.kesaksiannya.atau.tidak.perlu 
mendengar.lebih.lanjut.keterangannya.dan.memerintahkan 
keluar.dari.ruang.sidang. Dengan.demikian, .akan.terhindar 




4. Barang Bukti 
         Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda  
yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh 
penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: 
                                       




a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau 
sebagai hasil tindak pidana  
b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan  
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana  
d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan 
melakukan tindak pidana (5) Benda lain yang 
mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan 
 
C.  Tinjauan tentang pidana dan pemidanaan. 
      1.   Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Pidana atau hukuman (straf) merupakan hal terpenting dalam hukum 
pidana. Demikianlah sehingga J. Van Kan menyebut hukum pidana sendiri 
pada hakekatnya merupakan hukum sanksi (het strafrecht is wezenlijk 
sanctierecht)38 
          Pidana adalah suatu reaksi atau delik (punishment) dan berwujud 
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga 
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Negara terhadap pembuat delik.39 Dapat diartikan pula bahwa pidana 
adalah hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang 
mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis 
oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum. 
            Menurut Prof. Van Hammel, arti dari pidana (straf) adalah:4015  
Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat 
gehandhaaffd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die 
overtrading, van wege den staat als handhaver der openbare 
rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te 
spreken. 
 
(Artinya Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban 
hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena 
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus 
ditegakkan oleh negara) 
         Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan 
sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan 
secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensikonsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga 
masyarakat.41 
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diakses 24 Agustus 2020) 
40Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 33.  




         Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara 
yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai 
dengan sekarang yakni dalam KUHP : 
4) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di dalam 
tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai 
terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya me reka 
bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik 
tembok penjara.  
5) Bahwa selain narapidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.42 
Pemidanaan bertujuan: 
a) Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menggunakan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. 
c) Menyelesaikan terjadinya konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa 
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D. Tinjauan Tentang Kosep Pemilu 
     1. Pengertian Pemilu 
          Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang yang akan 
menduduki posisi pemerintahan. Penyelenggaraan pemilu merupakan wujud 
ketaatan suatu negara terhadap sistem demokrasi, sekaligus sebagai aplikasi 
praktis dari demokrasi itu sendiri. Salah satunya adalah pemanfaatan hak 
suara sebagai masyarakat dalam pemilihan umum. 
         Pemilu44 adalah medan pertempuran untuk mengisi posisi politik di 
pemerintahan, yang dilakukan melalui pemilu yang dilakukan oleh warga 
negara yang berkualitas. Secara umum, pemilu merupakan cara yang 
digunakan masyarakat untuk menentukan pemimpin atau wakilnya, dapat 
dikatakan bahwa warga negara berhak memilih wakil pemerintah sebagai 
warga negara. 
         Selain definisi di atas, Morrisan45 meyakini bahwa pemilu adalah cara 
untuk memahami aspirasi masyarakat terkait arah dan kebijakan negara. 
Bisa juga dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan 
sebenarnya dari sistem penyelenggaraan demokrasi. 
Dalam pemilu, ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan acuan dalam 
penyelenggaraan pemilu. Prinsip-prinsip ini dalam penerapannya harus 
ditaati karena juga digunakan untuk tujuan pemilu. Prinsipnya adalah 
sebagai berikut: 
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karakter bangsa. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 107 






1. Langsung artinya rakyat sebagai pemilih berhak memilih secara 
langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginannya sendiri 
tanpa adanya perantara. 
2. Umum 
Pemilihan umum berarti pemilihan umum berlaku bagi semua warga 
negara yang berhak tanpa diskriminasi terhadap agama, ras, ras, jenis 
kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya. 
3. Bebas 
Kebebasan, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat pemilu 
dapat dengan leluasa menentukan siapa yang akan dipaksa untuk 
mewujudkan cita-citanya, tanpa ada tekanan atau paksaan siapa pun. 
4. Rahasia 
Kerahasiaan berarti memastikan kerahasiaan para pemilih saat 
menentukan pilihan mereka sendiri. Para pemilih memberikan suara 
mereka pada surat suara. 
5. Jujur  
Kejujuran artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus 
bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Pada Perkara Nomor : 3/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
          Pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan-tahapan di 
mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama 
persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari 
terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat 
formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. 
Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan 
hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut 
 Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(‘’KUHAP’’) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, Dalam pekara 
Nomor : 3/Pid.Sus/2019/PN Slw alat bukti yang digunakan adalah saksi, 
keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dam alat bukti yang mana 
sebagai berikut : 
1. Saksi ROPI’I Bin SURALIM, sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal menyatakan bahwa pada tanggal 14 
Oktober 2017, saksi sangat mengenal terdakwa bahkan saksi 
mengerti didengar keterangannya sebagai saksi dalam dugaan 




melakukan tindakan yang menguntungkan salahsatu peserta pemilu 
dalam masa kampanye, juga mengemukakan bahwa Kepala Desa 
yang diduga telah dengan sengaja melakukan tindakan yang 
menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye 
adalah Kepala Desa Harjosari Kidul Kec. Adiwerna Kab. Tegal 
yang bernama SUNITAH alamat tempat tinggal Desa Harjosari 
Kidul Kec. Adiwerna Kab. Tegal Adiwerna yaitu saksi SAIFUL 
HAJAR dan bersama unsur Pengawas pemilu Desa (PPD) yaitu 
MUHAMAD ROSIKHIN selaku PPD Harjosari Kidul, DIMYATI 
selaku PPD Ujungrusi dan SUGENG selaku PPD Tembok Kidul; 
Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi 
calon legislatif yang diselenggarakan di rumah saksi KURNEDI di 
Ds. Harjosari Kidul Rt 21 Rw 05 Kec. Adiwerna Kab. Tegal 
bersama rekan panwaslu kecamatan adiwerna yaitu saksi SAIFUL 
HAJAR dan bersama unsur Pengawas pemilu Desa (PPD) yaitu 
MUHAMAD ROSIKHIN selaku PPD Harjosari Kidul,DIMYATI 
selaku PPD Ujungrusi dan SUGENG selaku PPD Tembok Kidul; 
2. Saksi SAIFUL HAJAR Bin CIPTO (anggota Panwas Pemilu)bahwa 
saksi ini benar-benar mendengar dengan jelas yang dilakukan oleh 
Kepala Desasecara sengaja mengajak untuk melakukan yang 
menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye 
yang dilakukan di Desa Harjosari Kidul Rt  21 Rw 05 Kec. 




Desember 2018 sekitar Pukul 20.00 Wib dan  selesai sekitar Pukul 
22.00Wib; 
3. Saksi MUHAMAD ROSIKHIN, S.Pd Bin TARA, sebagai pengawas 
Pemilu Desa Harjosasi Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 
menurutnya telah mengetahui kegiatan sosialisasi caleg di rumah 
seorang warga di desa Harjosari pada hari kamis tanggal 13 Desember 
2018, bahwa saksi saat itu mendengar dari KURNEDI juga 
menyampaikan bahwa nanti apabila dirinya terpilih menjadi 
anggota dewan aspirasinya akan disalurkan untuk perbaikan di Desa 
Harjosari Kidul; 
4. Saksi KURNEDI Bin H. KARGA (calon legislatif DPRD 
Kab.Tegal Dapil 2) menyatakan bahwa di rumah seorang warga di 
Desa Harjosari Kidul Rt 21 Rw 05  Kec. Adiwerna Kab. Tegal 
pernah diselenggarakan kegiatan sosialisasi caleg dalam rangka 
kampanye 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini 
adalah saksi selaku caleg DPRD Kab. Tegal dan Ibu 
NURKHASANAH selaku caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah, pada 
acara tersebut saksi mengundang warga Desa Harjosari Kidul  yang 
terdiri dari warga RW yang terdiri dari lima RT. Pada acara tersebut 
memang dilakukan sosialisasi politik yang mengarahkan warga 
untuk memilih calon legislatif tersebut.   
5. SaksiAKHMAD A.S Bin AKHMAD SAMSUDINmerupakan 




acaranya apa. Ternyata kehadiranya di acara tersebut adalah 
pengarahan untuk memilih calon legislatif dari Partai Persatuan 
Pembangunan.  
6. Saksi MOHAMAD SYAMSUL ARIFIN Bin M. ASYIKIN, yang 
menyatakan bahwa kepala desa memberikan sambutan 
mengarahkan kepada warga untuk memilih Kurnedi yang 
merupakan caleg DPRD Kab. Tegal dapil 2 dari Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP)  
               Disamping saksi-saksi dari masyarakat jaksa penuntut umum 
juga menghadirkan  saksi ahli sebagai berikut: 
1. Saksi Ahli Drs. BOWO HERMAJI, M.Pd, sebagai Dosen Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal yang 
mengampu beberapa matakuliah bidang Linguistik, saksi 
menyebutkan bahwa isi dalam video tersebut ini jelas 
adaajakan,karenakalauajakanituberartiadayangmengajakdan ada 
yang diajak. Itu dilihat dari pristiwa komunikasinya harus ada yang 
mengajak dan yang diajak. Mengajak kepada siapa berarti disitu 
harus ada hadir seseorang calon tertentu, itu berarti mengajak tetapi 
pada orang tertentu. Kemudian dilihat dari strukturnya, kalimat: 
“pilih wonge dewek”, jelas itu merupakan ajakan. Karena dalam 
struktur bahasa Indonesia, kalmat yang diawali dengan kata kerja 
dasar itu pasti ajakan. Pilih, makan, minum dan sebagainya itu 




video tersebut, kemungkinan disini berkaitan dengan budaya tegal 
yang suka terus terang dan suka blak-blakan. Maka ia(terdakwa)  
menggunakan kalimat yang secara langsung.  Bahwa biasanya kalau 
orang mencalonkan diri otomatis d ia ingin dipilih. Punya ambisi 
untuk jadi. Makanya kalau ada ucapan misalnya yang ini adalah 
pesanan atau dari caleg kepada terdakwa,  ini adalah titipan untuk 
disampaikan kepada masyarakat yang hadir; 
2. Saksi Ahli SUKARTONO Bin WASTAR, sebagai Ketua KPU 
Kabupaten Tegal, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 
Peserta Pemilu adalahPartai politik, perseorangan/DPD dan 
Pasangan calon yang di tetapkan dalam pemilu presiden dan wakil 
presiden dan yang menjadi dasar Penetapan peserta pemilu 
dilakukan berdasarkan surat keputusan KPU RI nomor: 58/PL.01.1-
Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 di tetapkan di Jakarta, 
sehingga dapat menghentikan aksi KURNEDI sebagai Pelaksana 
Kampanye, begitu juga dengan kepala desa Kepala desa tidak boleh 
membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu caleg baik 
secara lisan maupun tulisan; 
          Setelah dilakukan penyajian dari saksi-saksi dan saksi ahli 
maka dilanjutkan dari keterangan terdakwa sebagai berikut: 
        Yaitu Sdr. SUNITAH yang bekerja sebagai Kepala Desa 
Harjosari Kidul terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 sesuai 




tentang Pemberhentian Sdri. SUNITAH sebagai Kepala Desa 
Harjosari Kidul dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa 
Harjosari Kidul Sdri.SUNITAH Sebagai Kepala Desa Harjosari 
Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 27 
November2017; 
         Menurut keterangan Terdakwa datang dengan sadar dan 
sengaja dalam kegiatan acara Sosialisasi politik dalam rangka 
kampanye pemilu 2019 yang diadakan di Desa Harjosari Kidul  Kec. 
Adiwerna Kab. Tegal yang diadakan pada hari Kamis tanggal 13 
Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib dirumah saksi KURNEDI 
turut Desa Harjosari Kidul Rt. 21 / 05 Kec. Adiwerna Kab.Tegal, 
terdakwa mengakui bahwa pada acara tersebut dilakukan adanya 
kegiatan Sosialisasi dalam rangka kampanye pemilu 2019 adalah 
saksi KURNEDI yang merupakan Calon Legislatif DPRD dari partai 
PPP ( Partai Persatuan Pembangunan ) Dapil  2 Kab. Tegal, terdakwa 
juga menyebutkan bahwa menerima surat pemberitahuan kegiatan 
Sosialisasi dalam rangka kampanye pemilu 2019 tersebut, pada hari 
Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib dirumah 
Terdakwa sendiri yang diantar secara langsung oleh saksi KURNEDI 
ke rumah Terdakwa dengan ditemani saksi ROIDIN. Lanjutnya 
bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut bertajuk pada  kegiatan 
Sosialisasi dalam rangka kampanye pemilu 2019 yang diadakan 




dan dukungan kepada saksi KURNEDI yang sedang mencalonkan 
diri menjadi Calon Legislatif dalam pemilu2019 
Menurut terdakwa juga bahwa kegiatan tersebut dilakukan di 
rumahnya saksi KURNEDI tersebut untuk tamu undangan yang 
hadir kurang lebih 150 orang merupakan warga Desa Harjosari Kidul 
Kec. Adiwerna Kab.Tegal; 
Barang bukti sebagai alat penyidikan yang dimiliki oleh kepala 
desa, sebagai berikut: 
Satu lembar Surat pemberitahuan kegiatan sosialisasi dari 
Tim sukses calon legislatif Propinsi dan Kabupaten yaiut Ibu. Hj. 
NUR KHASANAH dan KURNEDI, kemudian satu buah buah 
keeping CD yang berisi video rekaman kegiatan sosialisasi caleg di 
rumah Sdr. KURNEDI alamat Ds. Harjosari Kidul, Rt.021/005, Kec. 
Adiwerna, Kab. Tegal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 
selanjutnya lima lembar photo kegiatan sosialisasi caleg di rumah 
Sdr. KURNEDI di desa Harjosari Kidul, Rt.021/005, Kec. Adiwerna, 
Kab. Tegal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dan Foto 
copy Surat Keputusan Bupati Tegal nomor : 711 Tahun 2017 tentang 
pemberhentian Sdr. SUNITAH sebagai Kepala Desa Harjosari Kidul 
dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa harjosari Kidul 
Sdr. SUNITAH sebagai Kepala Desa HarjosariKidulKec. Adiwerna, 
Kab. Tegal tanggal 27 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh 





B. Pemidanaan Terhadap Terdakwa Pelanggaran Pemilu Dalam 
Perkara nomor : 3/Pid.Sus/2019/PN Slw. 
      Pemidanaan hakim terhadap sesorang telah melakukan suatu tindak 
pidana pemilu sesuai dengan pada ketentuan sebagaimana disebut pada 
Pasal 252 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara 
garis besar menyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana 
pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut juga mendakwakan 
kepadanya yaitu pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
- setiap kepala desa atau sebutan lain; 
- yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan 
yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. 
         Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang desa menyatakan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala 
Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”; selanjutnya yang dimaksud 
dengan kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 1 angka 4, adalah 
pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 




Unsur (bestandeel) dari “setiap kepala desa atau sebutan lain” 
adalah menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, baik berupa 
orang pribadi (naturlijke persoon) maupun korporasi atau badan 
hukum (recht persoon). Apabila subyek hukum ini terbukti 
memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut 
sebagai pelaku atau dader. 
          Berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan 
Penuntut Umum talah menghadapkan seorang perempuan yang 
mengaku bernama SUNITAH Binti RAHMAT. Bahwa dalam 
perkara a quo SUNITAH Binti Rahmat adalah seorang Kepala 
Desa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal 
nomor: 711 Tahun 2017 tentang pemberhentian Sdr. SUNITAH 
sebagai Kepala Desa Harjosari Kidul dan pengangkatan calon 
Kepala Desa terpilih Desa harjosari Kidul Sdr. SUNITAH sebagai 
Kepala Desa Harjosari Kidul Kec. Adiwerna, Kab. Tegal tanggal 
27 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ENTHUS 
SUSMONO selaku Bupati Tegal sesuai dengan bukti surat yang 
diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan a quo; 
Terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT, dihadapkan kedepan 
persidangan sebagai terdakwa, dan dengan identitasnya 
sebagaimana   tersebut   dalam   dakwaan   Penuntut   Umum   
diatas,  telahdibenarkan serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa 




juga oleh para saksi dan dalam perkara a quo terdakwa bernama 
SUNITAH Binti RAHMAT tersebut menerangkan dalam keadaan 
sehat baik rohani dan jasmaninya sehingga dapat menjalani proses 
persidangan perkara a quo; 
              Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan 
hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka 
Unsur setiap kepala desa atau sebutan lain telah terpenuhi secara 
sah dan meyakinkan menuruthukum;Unsur sengaja mengandung 
frasa yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub 
unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini 
juga telah terpenuhi danterbukti;Menimbang, bahwa yang 
dimaksud dengan sengaja adalah dilakukan secara sadar tanpa 
adanya paksaan dari orang lain baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung, sengaja merupakan niat kemudian 
diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu 
perbuatan.  
            Menurut Van Hattum dalam Lamintang46 yang dimaksud 
dengan sengaja (opzet) adalah kehendak untuk melakukan atau 
tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau 
diharuskan dalamundang-undang; 
                                       




               Menurut Wiryono Projodikoro,47 Bahwa kesengajaan 
(opzet) itu dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu 
kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu 
(opzet als oogmerk). Kedua kesengajaan yang bukan 
mengadungsuatu tujuan, melainkan disertai kenisyafat bahwa suatu 
akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau 
kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan 
sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan 
hanya ada kemungkianan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat 
akan terjadi (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) atau kesengajaan 
secara keinsyafan kemungkian; 
           Unsur dengan sengaja dalam Kitab Undang- Undang 
Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa 
yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana 
aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang 
pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu Crimineel Wetboek tahun 
1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel 
Wetboeksecara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de 
wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of 
verboden zijn” atau “Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau 
                                       





tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau 
diharuskan dalamundang-undang”; 
Selanjutnya terhadap pengertian peserta pemilu maka berdasarkan 
pada ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa peserta pemilu 
adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD 
provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk 
pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh 
partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden; 
         Berdasarkan penjelasan Pasal 167 huruf g Undang- Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud 
dengan masa kampanye pemilu adalah masa berlakunya kampanye 
yang ditetapkan Undang Undang ini. Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan 
bahwa masa kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimulai 
sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. 
          Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 
diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira 
pukul 20.00 WIB dirumah saksi KURNEDI Bin H. KARGA yang 
beralamat di Desa Harjosari Kidul Rt. 21/05 Kec. Adiwerna Kab. 




kegiatan acara sosialisasi dalam rangka kampanye pemilu tahun 
2019 oleh saksi KURNEDI Bin H. KARGA, karena saksi 
KURNEDI Bin H. KARGA merupakan Calon Legislatif DPRD 
dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Dapil 2 Kab. 
Tegal; 
           Kapasitas Terdakwa yang saat itu hadir dalam pelaksanaan 
kegiatan sosialisasi dalam rangka kampanye pemilu tahun  2019 
yang diadakan oleh saksi KURNEDI Bin H. KARGA dirumahnya 
tersebut karena ada surat pemberitahuan yang diantar pada hari 
Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib ke 
rumah Terdakwa sendiri dan diantar langsung oleh saksi 
KURNEDI Bin H. KARGA dan saksi ROIDIN dan saat 
memberikan surat pemberitahuan, saksi KURNEDI Bin H. 
KARGA menginginkan kehadiran Terdakwa apabila berkenan dan 
ada  waktu; 
Bahwa terdakwa akhirnya menghadiri yang sekaligus bertandang di 
rumah saksi di rumah saksi KURNEDI Bin H. KARGA tersebut 
dan Terdakwa secara jelas dan sadar telah memberikan 
dukungannya kepada saksi KURNEDI Bin H. KARGA yang 
sedang mencalonkan diri untuk menjadi Calon Legislatif  (caleg) 




Terdakwa dalam sambutannya yang berdurasi kurang lebih 5 (lima) 
menit 20 (dua puluh detik), terdakwa mengucapkan kalimat antara 
lain sebagai berikut : 
 Alhamdulilah untuk DPT Harjosari kidul,  itu  kurang  lebih ada 
6000. Andaikan, tadi kan pak manten sudahngedikapiyambak, 
nyong 3000 suara bae. nanti bagaimana- bagiamana trike, 
yang penting sukseksan orang kita dulu. 
 Begitu juga beliau ibunur hasanah sudah dua kali datang ke 
Harjosari kidul. Berarti kan saking cintanya, saking senenge 
maring wong Harjosari kidul. Maka dari itu hargai 
kehadirannya. Terus yang kebetulan pak, untuk dewan 
propinsi, baru satu-satunya yang silaturakhim. Sehingga 
mau…  
 
          Atas sambutan Terdakwa tersebut, Terdakwa selaku Kepala 
Desa Harjosari Kidul telah menyatakan dukungannya secara 
sadar kepada salah satu peserta pemilu yaitu saksi KURNEDI 
Bin H.  KARGA sebagai salah satu calon legislatif DPRD Dapil 
2 Kabupaten Tegal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 
Nur Khasanah calon  legislatif DPRD Propinsi JawaTengah; 
 Dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan keterangan 
seluruh saksi-saksi yang dihadirkan dan Terdakwa juga 
membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum sehingga atas 
pengakuan terdakwa tersebut dalam perkara pidana telah 
memperjelas kejadian suatu dugaan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya dan telah memperjelas sampai sejauh apa 




 Disimpulkan dari uraian fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki 
pertimbangan hukum yaitu Terdakwa menyadari secara sadar dan 
sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan 
perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa 
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun berdasarkan 
pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan 
Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan para saksi 
termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum 
dan juga terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang 
dihadirkanolehPenuntutUmum,sehinggadarihaltersebutadakorela
si/keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya 
dalam perkara a quo dan dengan demikian maka Majelis Hakim 
berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa tersebut memang ada 
dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga jika 
dihubungkan dengan unsur yang dengan sengaja melakukan 
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
Peserta Pemilu dalam masa Kampanye maka perbuatan 
Terdakwa tersebut telah terpenuhi menuruthukum; 
            Sehingga berdasarkan Pasal 29 huruf J undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Kepala 
Desa dilarang: ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 




tersebut juga berbanding lurus dengan ketentuan Pasal 280 ayat 
(2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 
yang menyatakan “Kepala Desa adalah termasuk pihak  yang 
dilarang untuk diikutsertakan/ dilibatkan dalam pelaksanaan 
kampanye  olehpelaksana kampanye dan atau tim kampanye”, 
bahwa seorang kepala desa harus bersikap netral. 
            Dari ketentuan hukum tersebut sudah sepatutnya 
Terdakwa mengetahui mengenai peraturan a quo karena 
berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui 
bahwa jabatan yang sedang diemban oleh Terdakwa saat ini 
merupakan jabatan untuk periode ke-2 (dua) sehingga sangat 
tidak dapat diterima apabila terdakwa tidak mengerti atau 
memahami atas tindakan yang dilakukannya tersebut;Dari 
pemaparan yang telah disampaikan tersebut diatas maka 
Mengadili: 
i. Menyatakan Terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Kepala Desa Yang Dengan Sengaja 
Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah satu 
Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye” 
ii. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUNITAH 




iii. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan 
kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain karena 
terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan 
Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat 
masa percobaan selama 6 (enam)bulan; 
iv. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 
(satu) bulankurungan; 
Tetap terlampir dalam berkas perkara  
  1 (satu) lembar Banner berukuran 1m X 3m terdapat 
photo KURNEDI, gambar lambing Partai Persatuan 
Pembangunan nomor 10, gambar kertas suara pemilihan 
umum DPRD Kab. Tegal Partai Persatuan Pembangunan 
nomor 7 KURNEDI dicoblos dengan paku, tulisan calon 
anggota DPRD Kab. Tegal Th 2019 daerah pilihan 2 : Kec. 
Adiwerna, Kec. Talang, Kec. Dukuhturi dari Partai 
Persatuan Pembangunan Nomor urut 7, coblos nomor 7, 
bergerak bersama rakyat kami siap untuk membawakan 
aspirasi rakyat Kab. Tegal, tulisan nomor 7 KURNEDI, 
wonge dewek, ingat 17 April2019 




 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony type 
Xperia dengan nomor IMEI : 355709061848328 tanpa 
simCard.Dikembalikan kepada saksi Ropi’i Bin Suralim 
 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 
Rp5.000,00 (lima riburupiah); 
 
              Berkaitan dengan penelitian ini tentang pemidanaan tersebut bahwa 
pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 
diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang 
telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat 
(pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan 
kejahatan serupa 
Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, 
adalah:48“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga 
dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berechten).” 
 
           Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. 
Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :49 
“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat 
yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana 
merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang 
                                       
48 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia, Alfabeta, 2010, hlm. 21 
49 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung, 




senantiasadihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada 
masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.“ 
 
        Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana 
tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:50 
1)  Subjek;  
2)  Kesalahan;  
3)  Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;  
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-  
    Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 
5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).  
Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai 
berikut51 
“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama 
artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak 
pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada 
hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat 
(dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu 
atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas 
yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi 
“unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan 
oleh kolektivitas dengan sadar”. 
 
Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu 
sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk 
memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin 
musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana.yang 
                                       
50 Bambang Poerrnomo dalam Amir Ilyas, Op. Cit. hlm. 25 
 
51W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. 
















          Berkaitan dengan putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa 
kepala desa yang secara sengaja melakukan tindak pidana yang hal ini 
bertentangan dengan pasal 29 huruf J undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa dilarang: ikut serta dan/atau 
terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala 
daerah” penulis berpendapat kiranya sudah pantas dijatuhkan dan ketentuan 
tersebut juga berbanding lurus dengan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan 
“Kepala Desa adalah termasuk pihak  yang dilarang untuk diikutsertakan/ 
dilibatkan dalam pelaksanaan kampanye  olehpelaksana kampanye dan atau 




        Untuk pidana atau hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa 
Sunitah Binti Rahmat Selaku Kepala Desa Harjosari Kidul Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal yang termuat dalam Putusan Nomor 
3/Pid.Sus/2019/PN.Slw penulis brpendapat mengacu pendapat dari W.A. 
BongerMenghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama 
artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, 
maka pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.6.000.000., 
(enam juta rupiah) pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila 
dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak 
pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum 
lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan dirasa kurang tepat karena 
tidak memberikan efek jera dan terlrbih lagi terdakwa merupkan seorang 
Kepala Desa yang seharusnya menjadi contoh bagi warganya karena bukan 
tidak mungkin akan ditiru oleh warganya sendiri jadi lebih bijak jika 
terdakwa menerima hukuman badan atau penderitaan dengan cara pidana 













A.  Simpulan 
 Berdasarkan uraian di muka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana perkara Nomor 
3/Pid.Sus/2019/PN.Slw mengacu pada keterangan 6 orang saksi dan 2 orang 
saksi ahli serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan 
2. Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Slw terdakwa Sunitah Binti 
Rahmat dijatuhi pidana kurungan selama tiga bulan dan denda 
Rp.6.000.000pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila 
dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak 
pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum 
lewat masa percobaan selama 6 bulan. 
B.  Saran 
1.  Dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu melalui sistem peradilan pidana. 
Tim hakim Pengadilan Negeri Slavia telah mengambil sikap tegas dan 
dapat memberikan hukuman yang maksimal kepada para pelaku tindak 
pidana Pemilu, tujuannya untuk memaksimalkan efek jera dan berharap 
agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. 
2. Sebagai Hakim, hendaknya diupayakan lebih teliti dalam setiap 




pemilu, karena dalam kasus tersebut pasti mendapat sorotan yang lebih 
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